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ABSTRAK

PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN DALAM PENINGKATAN INDEKS MASYARAKAT DIGITAL
(STUDI DI DISKOMINFOTIKSAN KABUPATEN PESAWARAN)

Oleh:

IFTINAN RUSDATUL JIHAN

Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional
terutama dalam menghadapi era digital yang semakin cepat. Pemerintah mendorong
percepatan transformasi digital dengan membuat sebuah pengukuran tingkat
kompetensi dan keterampilan digital di seluruh daerah di Indonesia. Namun, masih
terdapat kesenjangan baik dari sisi infratruktur, keterampilan maupun pemberdayaan
yang menjadi penghambat bagi hasil pengukuran tersebut. Oleh sebab itu, peran
pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting dalam upaya peningkatan indeks
masyarakat digital Indonesia (IMDI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
mendeskripsikan peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam
mewujudkan pemerintah digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran yang
dikemukakan oleh Labolo (2006) untuk menganalisa empat pilar IMDI. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Pesawaran berhasil meningkatkan IMDI melalui peran sebagai regulator,
dinamisator, dan fasilitator. Namun, masih membutuhkan penguatan regulasi mengenai
pengembangan infrastruktur digital terutama di daerah blankspot untuk mewujudkan
masyarakat digital yang inklusif di Kabupaten Pesawaran.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Masyarakat Digital



ABSTRACT

THE ROLE OF COMMUNICATIONS INFORMATICS STATISTICS AND
CODING SERVICE IN INCREASING THE DIGITAL SOCIETY INDEX
(A CASE STUDY OF DISKOMINFOTIKSAN PESAWARAN REGENCY)

By:

IFTINAN RUSDATUL JIHAN

Digital transformation has become one of the main priorities in national development,
especially in facing the rapidly advancing digital era. The government is accelerating
digital transformation by measuring the level of digital competence and skills across all
regions in Indonesia. However, there are still gaps in infrastructure, skills, and
empowerment that hinder this measurement. Therefore, the role of local governments is
crucial in efforts to improve the Indonesia Digital Society Index. This studi aims to
identify and describe the role of the Department of Communication, Informatics,
Statistics, and Encryption in realizing digital government. This research uses a descriptive
method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this studi include
interviews and documentation. The study applies the role theoru proposed by Labolo
(2006) to analyze the four pillars of Indonesia Digital Society Index. The results show
that the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption of
Pesawaran Regency has succeeded in increasing Indonesia Digital Society Index through
its roles as a regulator, dynamizer, and facilitator. However, there is still a need to
strengthen regulations related to the development of digital infrastructure, especially in
blank spot area, in order to realize an inclusive digital society in Pesawaran Regency.

Keywords: Role of Government, Digital Society
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I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan masyarakat untuk
menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital adalah dengan percepatan
transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, sesuai dengan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023. Salah satu upaya percepatan
transformasi digital adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia (Kemenkominfo RI) membuat sebuah pengukuran tingkat kompetensi
dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital yang disebut
dengan indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI). Pengukuran IMDI
dilatarbelakangi oleh laporan World Bank tahun 2015 hingga 2030. Laporan
tersebut menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sembilan juta tenaga semi
terampil dan terampil pada sektor digital, atau membutuhkan 600 ribu orang/hari

(Kominfo RI, 2024).

Selanjutnya, Kemenkominfo RI melakukan pemetaan kondisi masyarakat pada
upaya pengukuran IMDI berdasarkan empat pilar, yaitu pilar infrastruktur dan
ekosistem, pilar keterampilan digital, pilar pemberdayaan, dan pilar pekerjaan.
Tujuan pemetaan empat pilar tersebut adalah untuk mengetahui tingkat capaian
IMDI pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Empat
pilar tersebut sebagai landasan dalam penerapan fokus target peningkatan IMDI,
dan menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan program pengembangan sumber

daya manusia (SDM) digital di Indonesia (Kominfo RI, 2024).



Gambar 1.1 adalah kategori skor IMDI, yang dikategorikan menjadi lima kategori
tingkat digitalisasi antar wilayah. Kategorisasi ini memungkinkan untuk
mengidentifikasi wilayah dengan tingkat digitalisasi tinggi, cukup dan rendah,
sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas intervensi untuk
meningkatkan digitalisasi masyarakat. Kriteria kategorisasi IMDI ditentukan
berdasarkan rata-rata dan standar deviasi dari nilai IMDI seluruh wilayah

Indonesia selama periode 2022-2024.
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Gambar 1. 1 Kategori Skor IMDI
Sumber: Kemenkominfo, 2024

Kategori sangat rendah memiliki skor di bawah 30.88, menunjukkan bahwa
masyarakat belum banyak menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-
hari. Kategori rendah dengan skor 30.88 hingga 36.27, menunjukkan bahwa tingkat
penggunaan teknologi digital masih terbatas, masih fokus pada penggunaan dasar
seperti media sosial. Kategori cukup dengan skor 36.28 hingga 47.06, bahwa
penggunaan teknologi digital sudah mulai meningkat, namun masih ada ruang
untuk pengembangan lebih lanjut dalam berbagai aspek hidup. Kategori tinggi
dengan skor 47.07 hingga 52.47, masyarakat sudah cukup mahir dalam
menggunakan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam

pekerjaan. Terakhir dalam kategori sangat tinggi dengan skor di atas 52.47,



masyarakat sudah sangat terbiasa dengan teknologi digital dan mampu

menggunakan secara efektif dan kreatif dalam berbagai bidang (Suwarno, 2024).

Pengukuran skor IMDI tidak hanya dilakukan secara nasional antar provinsi, tetapi
juga dilakukan antar wilayah kota/kabupaten di Indonesia. Tabel 1.1 adalah skor
pengukuran pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Tabel 1. 1 Skor Pengukuran IMDI Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota 2022 2023 2024
Tanggamus 35.51 4437 46.49
Pesawaran 31.83 44.71 45.82
Metro 36.85 46.17 45.67
Mesuji 38.97 4435 45.67
Lampung Utara 29.30 41.20 44.92
Bandar Lampung 34.88 45.79 43.86
Lampung Tengah 26.89 42.83 42.98
Tulang Bawang Barat 30.66 44.54 42.46
Way Kanan 34.52 43.48 42.25
Tulang Bawang 33.73 46.66 40.80
Lampung Selatan 38.41 45.02 40.64
Lampung Barat 37.32 45.85 39.07
Pringsewu 34.05 43.25 37.87
Pesisir Barat 29.80 41.17 37.04
Lampung Timur 28.53 39.83 35.86

Sumber: diolah oleh peneliti dari Kominfo (2024)

Berdasarkan tabel 1.1, pengukuran IMDI atas empat pilar di Provinsi Lampung
menunjukkan bahwa skor IMDI mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga
tahun 2024. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa lima besar kabupaten/kota
yang memiliki skor IMDI tertinggi adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten
Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Lampung Utara.
Kabupaten Pesawaran dengan pencapaian skor 45.82 pada tahun 2024, bermakna
bahwa kabupaten tersebut telah memiliki tingkat kompetensi dan keterampilan

digital yang cukup tinggi di Provinsi Lampung



Pada sektor pembangunan masyarakat digital, Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran memiliki
fungsi sebagai pembina dan pelaksana komunikasi, desiminasi informasi serta
hubungan masyarakat yang sangat berpengaruh bagi peningkatan pengguna
teknologi (Kemkominfo, 2024). Berdasarkan pencapaian skor IMDI Kabupaten
Pesawaran, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran Pemerintah
Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan kemampuan digitalisasi masyarakat

di daerah.

Penelitian mengenai peran pemerintah telah banyak dilakukan. Oleh sebab itu,
penulis menguraikan lima penelitian sebelumnya, sebagai pertimbangan penulis
dalam menentukan teori dan metode penelitian yang tepat bagi konteks peran
Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran pada pembangunan masyarakat digital di
Kabupaten Pesawaran. Penelitian terdahulu terkait peran pemerintah adalah

sebagai berikut:

Penelitian pertama dengan judul “Peran Dinkominfo Kota Surabaya Dalam
Menggalakkan Literasi Digital Menuju Pemantapan Smart City” yang disusun
oleh Pastheo, dkk (2024). Penelitian tersebut menjelaskan upaya Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dalam mendukung konsep smartcity
dengan meningkatkan literacy digital. Penelitian yang menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif tersebut menggunakan teori model analisis SOAR
(strengths, opportunities, aspirations, results). Hasil penelitian, menunjukkan
bahwa strategi dalam upaya peningkatan literasi digital masyarakat dilakukan
dengan melakukan pendekatan untuk mencapai kondisi yang diinginkan,
menggunakan keunggulan untuk mencapai hasil perencanaan strategis, melakukan
pengoptimalah peluang untuk mencapai aspirasi atau kondisi, dan memanfaatkan
peluang untuk mencapai hasil yang dapat diukur. Semua strategi tersebut

diterapkan efektif untuk mendukung konsep smartcity di Kota Surabaya.



Penelitian kedua berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan
Aksebilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil” yang di susun oleh Khalil
dan Syah (2024). Membahas upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas
Teknologi Informasi (TI) di daerah terpencil serta merumuskan strategi yang tepat
untuk meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah
memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas TI di daerah terpencil
dengan membangun infrastruktur jaringan, mensubsidi biaya layanan TI,
mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian TI, memberikan

edukasi dan literasi TI kepada masyarakat di daerah terpencil.

Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Dalam
Mengembangkan Fasilitas Wisata Pada Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten
Karo” disusun oleh Arista (2023). Penelitian ini ditulis dengan tujuan ingin
mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke
Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo. Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitaif dengan metode deskriptif. Teknik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling, dengan sumber data diambil
menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu, peran pemerintah
sebagai dinamisator dan fasilitator pada pengembangan fasilitas wisata pada
Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo sudah optimal, sedangkan pada
peran pemerintah sebagai regulator dan katalisator pada pengembangan fasilitas

wisata pada Puncak Pelangkah Gading di Kabupaten Karo masih belum optimal.

Penelitian keempat berjudul “The Role and Role of Digital Government in
Improving Government Transparancy and Citizen Engagement” oleh Jiaqi Cao
pada tahun 2023. Penelitan ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi
dimensi tata kelola digital dan peran serta fungsi dalam transparansi pemerintah

dan partisipasi warga negara melalui pemodelan persamaan dan analisis regresi.



Penelitian dengan menggunakan teori tata kelola digital yang mengacu pada tata
kelola dan manajemen ini, bertujuan mendorong pembangunan sosial dan
meningkatkan efektivitas tata kelola. Penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier berganda, yang memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena
sosial dan alam yang kompleks dengan memanfaatkan analisis ini. Hasil
penelitian ini menunjukan transparansi pemerintah dan partisipasi warga negara

memiliki efek positif pada tata kelola digital.

Terakhir penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak
Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue” oleh Saufiah dkk (2024).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa
terhadap dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dalam menigkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Lero Tatari. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan teori yang dikemukakan oleh (Labolo, 2006) yaitu
peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil penelitian
ini yaitu peran pemerintah desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat belum optimal.

Penelitian sebelumnya yang telah diuraikan penulis, menunjukkan bahwa peran
pemerintah membutuhkan strategi yang beragam dalam pencapaian tujuan
program atau kebijakan. Oleh sebab itu, peneliti memiliki ketertarikan yang sama
dengan penelitian sebelumnya, untuk melakukan penelitian mengenai peran

pemerintah dalam pencapaian tujuan program.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang sudah ada,
penelitian ini akan berfokus pada peran Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran
dalam upaya peningkatan empat pilar IMDI. Penelitian ini menggunakan teori
peran yang dikemukakan oleh Muhadam Labolo dalam buku berjudul “Memahami

Ilmu Pemerintah Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangan” tahun 2006.



1.2.

Buku ini sesuai dengan kategorisasi pilar peningkatan IMDI yang berkaitan
dengan peran pemerintah dalam upaya kemajuan teknologi oleh pemerintah, yaitu
peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Ketiga peran tersebut
merupakan satu hal yang saling terhubung dalam menciptakan masyarakat yang
saling melengkapi secara digital dalam memanfaatkan teknologi sehingga mampu
bersaing dengan dunia global yang semakin tergantung pada digitalisasi.
Peningkatan IMDI sangat bergantung kepada seberapa baik pemerintah
menjalankan peran tersebut dan bagaimana masyarakat dapat menerima kebijakan
pemerintah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah sebagai
regulator, dinamisator, dan fasilitator agar lebih optimal, yang akan lebih mudah
dijelaskan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas
bagaimana peran Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dalam upaya

peningkatan IMDI.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini
yaitu bagaimana peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan IMDI di Kabupaten Pesawaran, maka

peneliti membuat rincian pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Kabupaten Pesawaran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitaor dalam

peningkatan IMDI?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran

sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam peningkatan IMDI.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dibuat diharapkan memperluas wawasan dan menambah

khasanah ilmu pemerintahan khususnya teori dalam peran pemerintah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas dalam mengetahui
peran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten

Pesawaran dengan memberikan informasi terkait IMDI.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Peran

Peran menurut terminologi merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan
dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran di definisikan sebagai
sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki
kedudukan atau status sosial dalam organisasi (Meutha, 2019). Peran pemerintah
sering kali dijalankan melalui pendekatan yang terencana, hal ini dilakukan untuk
memajukan perubahan menuju kondisi yang lebih baru. Pemerintah dalam hal ini
memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam
penerapannya di masyarakat. Peranan disimpulkan condong pada fungsi,
penyesuaian dan sebagai suatu proses. Peran timbul karena seseorang menyadari

dirinya tidak mungkin untuk melakukan segala hal sendiri.

Pemerintah melakukan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan yaitu
mengarahkan kepada pihak yang relevan (Labolo, 2006). Perlu adanya peran
pemerintah secara optimal untuk membangun masyarakat. Peran pemerintah
dalam upaya peningkatan optimalisasi peran dapat diukur dengan bagaimana
pemerintah menjalankan perannya. Maka dari itu dalam penelitian ini
menggunakan teori peran oleh Labolo (2006), pemerintah memerlukan peran yang
optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, peran tersebut diantaranya
peran pemerintah sebagai regulator yang memiliki peran dalam memberi acuan
dasar untuk mengatur kegiatan membangun masyarakat secara optimal. Kemudian

peran pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan suasana kondusif dalam
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melaksanakan pembangunan daerah. Serta peran pemerintah sebagai dinamisator
sebagai penggerak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun
masyarakat secara optimal (Jamal, 2023). Peran pemerintah tersebut secara

mendalam dijelaskan, diantaranya sebagai berikut:

2.1.1. Peran Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator menginterpretasikan bahwa membuat garis
besar untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui
penerbitan peraturan merupakan tugas regulator. Sebagai regulator,
pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk
mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan (Labolo, 2006) . Peran
pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk menyeimbangkan
penyelenggaraan pembangunan seperti menerbitkan peraturan-peraturan
dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi pembangunan. Menurut
Raintung (2021) peran pemerintah sebagai regulator menyiapkan arah untuk
menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan yaitu dengan menerbitkan
peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tata tertib administrasi

pemerintahan.

Sebagai regulator pemerintah daerah membuat aturan dan program tentang
pemberdayaan masyarakat digital, memberikan acuan dasar yang kemudian
dapat diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrument untuk dapat
mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat digital.
Peran pemerintah yang paling nampak yaitu bidang pembuatan kebijakan
yang mempengaruhi secara keseluruhan (Raintung, 2021). Melalui regulasi
pemeirntah, peran pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam bidang
pembuatan kebijakan yang mempengaruhi secara keseluruhan melalui

regulasi pemerintah, pada aspek masyarakat digital.
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Pemerintah sebagai regulator dapat diartikan sebagai pemberi acuan dasar
yang ditujukkan kepada masyarakat sebagai arahan yang menyangkut
kegiatan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Proses tersebut dilakukan agar
pengembangan dan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan yang
mendukung pengembangan masyarakat agar lebih baik. Dalam hal ini aturan
yang diciptakan pemerintah merupakan sebuah patokan yang dibuat untuk
memberikan batasan-batasan masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya,
sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan atau
aturan lainnya diciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara umum (Subhan, 2023).

Kaitannya hal tersebut dengan peningkatan indeks masyarakat digital
Indonesia (IMDI) yaitu pemerintah berperan membuat regulasi atau
kebijakan yang berkaitan dengan digitalisasi masyarakat. Pemerintah
memiliki peran penting sebagai regulator dalam meningkatkan IMDI dengan
fokus pada pengembangan pilar infrastruktur dan ekosistem; pilar
keterampilan digital; pilar pemberdayaan; serta pilar pekerjaan. Sebagai
regulator, pemerintah dapat menempatkan kebijakan yang mendukung
pembangunan infrastruktur teknologi yang merata pada seluruh daerah
Kabupaten Pesawaran, menciptakan ekosistem digital inklusif, serta
memastikan akses masyarakat terhadap pelatihan keterampilan digital.
Selain itu, kebijakan yang memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru
dalam sektor digital akan mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, peran sebagai regulator dapat di kategorikan

sebagai berikut:
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Tabel 2. 1 Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dimensi Aspek yang Dilihat
Dimensi Regulator 1. Penerbitan peraturan tentang pelaksanaan
pemberdayaan

2. Peraturan untuk efektifitas dan tata tertib
administrasi pembangunan

3. Regulator pembangunan infrastruktur teknologi

4. Penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor digital

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

2.1.2. Peran Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah memberikan bimbingan,
pengarahan, mampu mengajak masyarakat agar terciptanya keperdulian
masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan (Raintung,
2021). Pemerintah sebagai dinamisator menggerakan partisipasi multipihak
yang terjadi dalam pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika
pembangunan daerah) (Sahid & Masse, 2023). Pemerintah berperan melalui
pemberian bimbingan dan pengarahan secara langsung dan efektif kepada
masyarakat. Pemberian bimbingan tersebut bertujuan mewujudkan

kelompok penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

Menurut Jamal (2023) pemerintah memiliki peran aktif dalam mendorong
percepatan transformasi digital di seluruh Indonesia dalam upaya
peningkatan IMDI. Pemerintah dapat menginisiasi kebijakan dan program
yang mendorong inovasi agar masyarakat dapat dengan cepat menerima
digitalisasi. Dengan cara ini, pemerintah ingin mempercepat pembangunan
infrastuktur digital yang merata, tetapi juga menciptakan peluang bagi

masyarakat untuk mengembangkan keterampialn digital dan berpartisipasi
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dalam ekonomi digital yang terus berkembang, sehingga membuka lebih
banyak peluang dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan
masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peran sebagai dinamisator dapat di

kategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dimensi Aspek yang Dilihat

Dimensi Dinamisator 1. Mendorong percepatan transformasi digital masyarakat

2. Mendorong inovasi masyarakat agar dapat menerima
digitalisasi

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur digital
masyarakat

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

2.1.3. Peran Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Sahid & Masse (2023) yaitu
menciptakan kondisi kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk
menyalurkan berbagai kepentingan dalam mengoptimalkan pembangunan
daerah. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam
menunjang kegiatan pembangunan yang ada di suatu wilayah, fasilitator
bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga memperhatikan
prasarana yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan

kebutuhan masyarakat (Raintung, 2021).

Pemerintah sebagai fasilitator bergerak pada bidang pendampingan melalui
pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta pendanaan atau
permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat. Peran

pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan
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pembangunan, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi
juga prasarana, dan juga pemerintah harus bisa memberikan bimbingan
kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan
masyarakat agar dapat membangun sarana dan prasarana. Pemerintah
membantu memaksimalkan pembangunan daerah dengan memenuhi
berbagai kepentingan. Dibidang pendamping, pemerintah membantu
melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang
pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada

masyarakat yang diberdayakan.

Pemerintah daerah dalam upayanya sebagai fasilitator dalam mendukung
peningkatan IMDI melakukan pengembangan pilar infrastruktur dan
ekosistem, peningkatan keterampilan digital, serta pemberdayaan dan
penciptaan lapangan pekerjaan. Pemerintah dapat menyediakan berbagai
fasilitas untuk mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam
membangun infrastruktur teknologi, memberikan akses pedidikan dan
pelatihan keterampilan digital, serta memfasilitasi inisiatif pemberdayaan

ekonomi digital yang membuka peluang kerja baru diberbagai sektor.

Dalam melaksanakan optimalisasi pembangunan, peran pemerintah dituntut
untuk mampu bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu
yang menjadi ciri peran pemerintah yang kuat adalah dengan melihat
seberapa besar fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Apakah pelaksanaan
pembangunan tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan
masyarakat dan derajat otonom yang tinggi tanpa adanya intervensi dari
kelompok kepentingan manapun. Berdasarkan hal tersebut, peran sebagai

fasilitator dapat di kategorikan sebagai berikut:
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Tabel 2. 3 Matrik Teori Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Dimensi Aspek yang Dilihat

Dimensi Fasilitator 1. Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana
pembangunan

2. Pemberian pendampingan melalui pelatihan

3. Penyedia berbagai pendorong kolaborasi antara sektor
publik dan swasta

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

2.2. Kerangka Pikir

Menurut Syahputri (2023) kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar
pemikiran dari penelitian yang digabungkan dari fakta-fakta, observasi dan kajian
kepustakaan. Karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep
yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir dapat disajikan
dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkaitan antar
variabel-variabel yang diteliti, yang biasa disebut dengan paradigma atau model
penelitian. Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah suatu penelitian dengan

tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas.

Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan kejelasan
hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan
pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil penelitian terdahulu yang
terkait. Penyusunannya dapat menghasilkan kesimpulan yang di pertanggung
jawabkan. Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab

pertanyaan-pertanyaan peneliti yang dibahas.



1. Infrastruktur Kurang Memadai
2.Kurangnya Penguasaan Teknologi
3.Sumber Daya Manuasia Kurang Memadai

l

Peran Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian

l

Teori Peran Muhadam Labolo (2006)
Mencakup 3 Peran, vaitu :

| .Peran Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai penyelenggaraan dan penggerak dengan

menetapkan peraturan

2.Peran Sebagai Dinamisator
Pemerintah berperan memberikan bimbingan dan

pengarahan secara langsung dan efektif kepada masyarakat
3.Peran Schagai Fasilitator

Pemerintah membantu memaksimalkan pembangunan

pembangunan dengan menyediakan sarana dan prasaran

|

Peningkatan Indeks Masyarkat Digital pada Pilar
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) :

1.Pilar Infrastruktur dan Ekosistem

2.Pilar Keterampilan Digital

3.Pilar Pemberdayaan

4 Pilar Pekerjaan

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir
Sumber: diolah oleh peneliti, 2024
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran tentang bagaimana Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesawaran
berperan dalam peningkatan indeks masyarakat digital Indonesia (IMDI). Creswel
dalam Arianto (2020) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan
pendekatan untuk membangun pernyataan berdasarkan perspektif-kontruktif atau
perspektif-partisipatori, ataupun keduanya. Hal tersebut menegaskan bahwa
penelitian kualitatif, dibangun peneliti melalui integrasi dengan mengacu perspektif
dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Untuk mendukung interpretasi
tersebut, berbagai sumber data termasuk sejarah, pengalaman dan wawancara

digunakan.

Panjaitan (2017) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
untuk menghasilkan pancaindra (deskriptif) tentang situasi atau peristiwa. Penelitian
deskriptif diartikan sebagai akumulasi dasar dalam cara deskriptif untuk tujuan
menemukan hal-hal yang mencakup metode deskriptif. Data kualitatif biasanya
dijelaskan dalam bentuk kalimat serta uraian bahkan dapat berupa cerita pendek.
Data kualitatif bersifat subjektif, karenanya peneliti yang menggunakan data
kualitatif harus berusaha untuk dapat menghindari sikap subjektif yang dapat

mengaburkan objektivitas data penelitian.
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Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk
menggambarkan secara mendalam menganai peran Diskominfotiksan dalam
peningkatan IMDI, dengan penelitian ini peneliti dapat melakukan pendekatan yang
secara intens dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Selain itu, pada
penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai peran Diskominfotiksan
Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan IMDI karena penelitian ini tidak
menggeneralisasi melainkan hanya menggambarkan fenomena dan bukan mencari

sebab akibat dari suatu fenomena.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sebuah batasan dari permasalahan pada penelitian
kualitatif yang berdasarakan tingkat kepentingan, tingkat kelayakan permasalahan
yang akan dipecahkan, faktor keterbatasan tenaga, dan dana serta waktu. Fokus
penelitian memiliki peranan yang penting dalam memandu dan mengarahkan
jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan dalam penelitian agar
tidak terjebak luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk hal yang tidak berkaitan
dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2018). Fokus penelitian diartikan sebagai
penentu konsentrasi sebagai suatu pedoman arah suatu penelitian dalam upaya
mengumpulkan dan mencari informasi serta serbagai pedoman dalam mengadakan
pembahasan atau analisis sehingga penelitian benar-benar mendapatkan hasil yang

diinginkan.

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada peran dinas dalam meningkatkan IMDI
di Kabupaten Pesawaran. Peran yang dimaksud berdasarkan teori menurut (Labolo,
2006) yaitu peran dinas sebagai regulator dimana dinas menentukan kebijakan dan
pengarahan kepada masyarakat untuk pengembangan masyarakat digital, peran dinas
sebagai dinamisator untuk memberikan bimbingan dan pengarah, dan peran dinas

sebagai fasilitator untuk memaksimalkan pembangunan daerah.
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Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus dalam penelitian, lokasi penelitian bertempatan pada daerah
Kabupaten Pesawaran. Lokasi ini dipilih karena belum adanya penelitian serupa
mengenai IMDI mengingat perhitungan skor tersebut masih baru digunakan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia
(RI) dalam menghitung angka IMDI. Selain itu telah dilakukan pencarian informasi
secara tidak langsung menggunakan instrument studi kepustakaan sehingga peneliti
tertarik untuk meneliti fenomena tersebut. Pertimbangan pemilihan lokasi ini yaitu
wilayah Kabupaten Pesawaran yang memiliki skor IMDI yang terus meningkat setiap

tahunnya sehingga memunkinkan untuk memilih lokasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang dilakukan paling utama dalam
penelitian, karena tujuan penelitian tersebut adalah mendapatkan data. Menurut
Sugiyono (2018), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam sebuah pembuktian, sebab tujuan utama dari penelitian ini adalah
mendapatkkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan
data, peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan.
Menurut Afizal (2015) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa
kata-kata yang tertulis maupun diucapkan serta tindakan yang dilakukan oleh
individu tanpa adanya upaya untuk mengemukakan data yang diperoleh kedalam
kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam mencari informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Wawancara

Menurut Sugiyono (2018), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan
permasalahan yang harus di teliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal
dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumber sedikit atau kecil.
Dilakukan wawancara bertujuan untuk mengkontruksi perihal orang, kejadian,
organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian, merekontruksikan

harapan pada masa yang akan datang.

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, melakukan studi
mendalam agar menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti
mengetahui hal dari narasumber yang lebih mendalam, peneliti melakukan
wawancara mengenai informan yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan
untuk memperoleh informasi dari Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran yang
akan di teliti mengenai suatu masalah khusus. Penelitian akan dilaksanakan
menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu menggunakan pedoman
wawancara secara sistematis. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik
pengumpulan data dengan telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa
yang akan diperoleh. Pertanyaan wawancara memuat pertanyaan secara garis
besar. Pengumpulan data menyiapkan instrument penelitian pertanyaan-

pertanyaan tertulis dimana alternatif jawaban telah disiapkan.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan dengan informan yang dapat
memberikan informasi yang dibutuhkan. Penentuan sampel yang digunakan
penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan suatu
teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2018). Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki
jabatan di Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran yang memahami secara jelas

mengenai peran pemerintah dalam upaya peningkatan IMDI serta masyarakat
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yang sudah merasakan manfaat dari peningkatan teknologi digital di Kabupaten

Pesawaran, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

Nama

Jabatan

Keterangan

Karyadi

Ihsan Taufiq

Gunadhi Lilik S

Retno Safitri

Kepala Bidang Informasi
dan Statistik

Kepala Bidang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi
Publik

Kepala Bidang Infrastruktur
Telematika dan Persandian

Pranata Humas

Membantu kepala dinas yang
bertanggung jawab atas
pengelolaan dan  penyampaian
informasi, serta pengumpulan dan
analisis data statistik.

Membantu kepala dinas dalam
merumuskan, melaksanakan,
mengembangkan, dan
mensosialisasikan informasi publik.

Membantu kepala dinas dalam
merumuskan, melaksanakan,
mengembangkan, dan
mensosialisasikan kebijakan teknis
serta  melaksanakan  kegiatan
infrastruktur telematika dan
persandian.

Memiliki jabatan fungsional yang
bertugas melaksanakan pelayanan
informasi dan kehumasan

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

2. Dokumentasi

Dalam Sugiyono (2018) menjelaskan dokumentasi dalam arti luas adalah

berkaitan dengan kegiatan menghimpun,

mengolah, menyeleksi, dan

menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data informan dan dokumen

tentang kegiatan, peristiwa atau pekerjaan yang di publikasikan baik melalui

media elektronik maupun media cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan

sistematis. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis.

Teknik mengkaji dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencatat apa

yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang
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sedang diteliti, kemudian berusaha untuk memahami makna. Dokumen tersebut
dapat berupa buku dan literature yang berkaitan serta berhubungan dengan
masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi

digunakan untuk mencari data.

Tabel 3. 2 Dokumen Penelitian

Dokumen

Keterangan

Rancangan Strategis Kominfo

Struktur Organisasi Kominfo

Peraturan ~ Bupati  Struktur
Organisasi dan Tata Kelola
Kominfo

Jumlah Menara Base
Trainsceiver  Station  (BTS)

Kabupaten Pesawaran 2024

Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 54

Tahun 2022

Dokumen perencanaan yang disusun oleh
Kemenkominfo untuk periode 5 tahun. Dokumen
ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah
kebijakan, target kerja, dan kerangka pendanaan
yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana
dan pelaksanaan program serta kegiatan
Kemenkominfo.

Dalam dokumen ini terdiri dari beberapa unit
pelaksana, seperti Kepala Dinas, Sekretariat,
Kepala Bidang, dan unit kerja dibawahnya.

Berisi peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Bupati untuk mengatur
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja Dinas di tingkat daerah.

Laporan atau catatan perencanaan Base
Transceiver Station (BTS) adalah dokumen yang
berisi informasi tentang jumlah BTS yang
dibutuhkan untuk melayani suatu wilayah,
termasuk perhitungan kebutuhan berdasarkan
populasi, luas wilayah, dan tingkat penetrasi
seluler.

Peraturan ini membahas tentang Percepatan
Tranformasi Digital dan Keterpaduan Layaan
Digital Nasional. Peraturan ini mengatur
mengenai  Digital ID  atau  Identitas
Kependudukan Digital (IKD), pembayaran
digital (digital payment).

Peraturan ini membahas tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Sumber: dioleh oleh peneliti, 2025
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3.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara analisis data secara bersamaan. Pada
saat analisis data dapat melakukan pencarian data kembali ke lapangan yang
dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Menurut Pasaribu (2023) mengatakan
data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau
mengkategorikan data berdasarkan fokus penelitian. Pengolahan data menjelaskan
prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang
dilakukan. Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data
dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif
sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data yang

digunakan peneliti dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing

Editing dapat diartikan sebagai meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama
dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan
relevansinya dengan data lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

2. Klasifikasi

Pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan
subjek penelitian. Seluruh data yang di dapat kemudian dibaca dan di telaah
secara mendalam kemudian digolongkan kesuatu kebutuhan. Kebutuhan data-
data tersebut dipilih dalam bagian yang memiliki persamaan data yang diperoleh

pada wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.
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3. Verifikasi

Proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar
validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya
mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada

subjek penelitian.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data.
Kesimpulan akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.
Kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses

sebelumnya yaitu editing, klasifikasi, dan verifikasi.

3.6. Teknik Analisis Data

Menurut Afizal (2015) upaya dilakukan dengan jalan bekerja dengan data
mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting sesuai apa yang
dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Penelitian
kualitatif akan melibatkan data verbal yang banyak dan harus di traskripkan.
Huberman (2014) dalam penggunaan teknik analisis data berdasarkan hal berikut:
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‘[ Pengumpulan Data H Penyajian Data }
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v Verifikasi/Penarikan
[ Reduksi Data ] PENIEEER > Kesimpulan

PI————

Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data
Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Reduksi Data

Reduksi data merupakan tindakan memilih dan memilah data yang sesuai
dengan objek penelitian merangkum, memilah data-data pokok, dan
memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta

membuang hal yang dianggap tidak perlu.

Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan
menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah

bagan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukan data
dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Proses
penelitian kualitatif akan melibatkan data verbal yang banyak dan harus

diterjemahkan.
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3.7. Teknik Validasi Data

Ukuran kualitas sebuah penelitian terletak pada validitas data yang di kumpulkan
selama penelitian tersebut terlaksana. Validasi data dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan teknis triangulasi. Menurut Sugiyono (2018) peneliti yang melakukan
pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data
yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan
berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Menurut (Alfansyur &
Mariyani, 2020) metode triangulasi merupakan salah satu metode yang dicoba untuk
menguji suatu informasi dikatakan valid atau tidak terhadap informasi yang diperoleh
oleh riset. Triangulasi dapat dimaknai sebagai sebuah usaha pengecekan data dari

berbagai macam sumber dengan beragam cara dan beragam waktu.

Triangulasi dalam penelitian dapat ditujukan sebagai penguji agar data yang di
periksa dapat di cek dari berbagai sumber data dengan cara beragam, dan waktu yang
berbeda (Alfansyur & Mariyani, 2020). Dalam penelitian ini penulis menggunakan
triangulasi sumber. Penulis membandingkan hasil dari dokumentasi yang penulis

amati dengan analisis data yang penulis lakukan.

Wawancara dan
Dokumentasi
[ !
Sumber A Sumber B Sumber C

Gambar 3. 2 Triangulasi Sumber
Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Triangulasi sumber dapat memperdalam informasi yang diperoleh selama penelitian
melalui beberapa sumber atau informan. Melalui teknik ini, penulis berusaha

membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari setiap sumber atau
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informan sebagai bentuk perbandingan untuk mencari dan menggali kebenaran
informan yang telah didapatkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber dapat di artikan
sebagai cross check data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan

sumber lainnya.



IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung,
Indonesia. Kabupaten Pesawaran awalnya menyatu dengan Kabupaten Lampung
Selatan namun setelah adanya pemekaran akhirnya kabupaten ini beridiri sendiri.
Kabupaten Pesawaran dibentuk berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan
diresmikan menjadi kebupaten pada tanggal 2 November 2007 yang sebelumnya

masuk dalam Kabupaten Lampung Selatan.

Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 5,12° — 5,84° Lintang
Selatan dan 104,92° — 105,34° Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi
Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah 117.377 hektar atau 1.173,77 km?
dengan Kecamatan Negeri Katon sebagai kecamatan terluas. Kabupaten Pesawaran
memiliki jumlah kecamatan yang telah mengalami perubahan akibat adanya
pemekaran dengan penambahan empat kecamatan sehingga total menjadi sebelas
kecamatan, yaitu: Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong
Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, dan
Teluk Pandan. Berikut merupakan batas-batas administrasi Kabupaten Pesawaran,

diantaranya sebagai berikut:

1) Batas Utara : Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, Kecamatan
Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Trimurjo (Kabupaten

Lampung Tengah)



2) Batas Selatan

3) Batas Barat

4) Batas Timur
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: Berbatasan dengan Teluk Lampung Kecamatan

Kelumbayan dan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten

Tanggamus

: Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan

Gadingrejo, Kecamatan Adiluwih (Kabupaten Pringsewu)

: Kecamatan Natar (Kabupaten Lampung Selatan),

Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat

(Kota Bandar Lampung).
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4.2. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kabupaten Pesawaran

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan)

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi,

informatika, statistik, dan persandian yang di pimpin kepala dinas. Dinas ini

bertanggungjawab atas perencanaaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika,

statistik, dan persandian. Tugas utama Diskominfotiksan adalah menjalankan urusan

pemerintah di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian serta tugas

pembantuan lainnya. Diskominfotiksan memiliki peran penting dalam beberapa hal,

diantaranya sebagai berikut:

l.

Mengelola informasi dan komunikasi publik

Peran dinas disini sebagai penyusun kebijakan komunikasi publik pemerintahan
daerah. Mengelola penyebaran informasi tentang kebijakan dan program
pemerintah. Selain itu, peran lainnya sebagai pengelola sosial media dan platform

pemerintah daerah.

Mengembangkan dan mengelola teknologi informasi

Diskominfotiksan merencanakan dan menerapkan sistem e-government,
mengelola infrastruktur dan mengembangkan aplikasi serta memberikan

dukungan teknik informasi kepada instansi pemerintah lainnya.

Pengelolaan data statistik

Berperan sebagai pengumpul data statistik dari berbagai sektor daerah. Selain itu
mengolah dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan.
Kemudian menyajikan dan menyediakan data yang yang mudah dipahami untuk

perencanaan pembangunan daerah.
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4. Keamanan informasi dan sistem persandian

Peran Diskominfotiksan sebagai pengembang kebijakan dan prosedur keamanan
informasi. Serta melakukan pengelolaan sistem persandian yang bertujuan

melindungi informasi rahasia pemerintah.

5. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Peran Diskominfotiksan sebagai penyelenggara pelatihan dan pengembangan
kompetensi digital. Serta memberikan fasilitas sertifikat kompetensi teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) bagi aparatur pemerintah daerah.

6. Koordinasi dan kerjasama

Dalam hal ini Diskominfotiksan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam

implementasi kebijakan nasional dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

7. Inovasi digital

Diskominfotiksan mendorong inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital.
Dengan demikian, pengembangan konsep lain dapat dilakukan sesuai konsep

smartcity sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran berlokasi di Jalan Raya Kedondong, Way
Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan Peraturan
Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesawaran. Peraturan daerah
ini lahir sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah. Diskominfotiksan yang dipimpin oleh kepala dinas
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris

daerah.
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Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran merupakan perangkat daerah yang
menjalankan fungsi terkait urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan
Persandian di Kabupaten Pesawaran. Dinas ini didirikan pada tahun 2007 setelah
pemekaran Kabupaten Pesawaran. Berperan sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantu
di bidang komunikasi, informatika dan bidang statistik dan bidang persandian yang
menjadi kewenangan daerah untuk membantu dalam menjalankan pemerintah

daerah.

Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran memiliki tugas yang harus dijalankan yaitu
untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang
Komunikasi, Informatika dan bidang Statistik serta Persandian. Diskominfotiksan
Kabupaten Pesawaran memiliki peran penting dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, menyediakan
informasi publik yang mudah diakses serta mengembangkan infrastruktur telematika
dan persandian. Selain itu peran sebagai pengelola sistem informasi dan statistik yang
efektif melalui koordinasi serta pelaksanaan evaluasi dan pemantauan administrasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menunjang efisien dan efektivitas

pelayanan kepada masyarakat.

Susunan organisasi dan tata kerja Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun
2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran. Struktur organisasi Diskominfotiksan

Kabupaten Pesawaran, diantaranya sebagai berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PESAWARAN

KEPALA DINAS
JAYADI YASA, S.STP.,M.L.P

KelompokJabatanFungsional
|

SEKRETARIS
APRIYA, S.E.,M.M
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Gambar 4. 2 Struktur Organisasi
Sumber: Renstra Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran, 2023
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(Pranata Komputer) —_— (Pranata Humas)
KepalaDinas
dan
KabupatenPesawaran

JAYADI YASA, S. STP.,M.L.P
NIP. 19830113 200112 1 002

Berdasarkan gambar 4.2, penulis menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang

diberikan kepada beberapa bidang yang menjankan peran masing-masing,

diantaranya sebagai berikut:

4.2.1.Kepala Dinas

Tugas pokok kepala dinas adalah memimpin dinas sesuai dengan tugas pokok,

fungsi dan kewenangan dinas melakukan pembinaan terhadap aparatur dinas

agar dapat melaksanakan tugas yang dapat berhasil guna melaksanakan

kerjasama dan koordinasi di

bidang pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan instansi

pemerintah dan orginasisasi lainnya sesuai ketentuan. Tugas kepala
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Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran yaitu menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses
informasi, infrastruktur telematika dan persandian serta sistem informasi
dan statistik;

2) Menyelenggarakan pengeorganisasian penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria serta menyelenggarakan pengorganisasi pelaksanaan
bimbingan teknis dan supervise dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur
telematika dan persandian serta sistem informasi dan statistik;

3) Menyelenggarakan pemantau, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pengelolaan dan pelayanan informasi, sumber daya komunikasi dan akses
inforamsi, sumber daya komunikasi dan akses informasi, infrastruktur
telematika dan persandian serta sistem informasi dan statistik;

4) Menyelenggarakan administrasi Diskominfotiksan;

5) Melaksanakan fungsi yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai

ketentuan.

4.2.2.Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan staf dibawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Diskominfotiksan. Sekretariat merupakan
unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepala
dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada semua unsur lingkungan Diskominfotiksan. Sekretariat
mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan

mensosialisasikan penyelengaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembina, dan
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pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

dinas.

Sekretariat ~ menyelenggarakan  fungsi  diantaranya = merumuskan,
melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan, diantaranya sebagai

berikut:

1) Koordinasi kegiatan dinas;

2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;

3) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta
pelaksanaan advokasi hukum;

5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
pelayanan pengadaan barang/jasa;

6) Melaksanakan fungsi lain yang berikan oleh kepala dinas.

4.2.3.Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dipimpin oleh seorang
kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas. Bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik mempunyai tugas
merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan
kebijakan teknik serta melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan
informasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengeolaan dan

Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1) Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan

kebijakan di bidang;
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a. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di pemerintah daerah
b. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
daerah
Pelayanan informasi publik
d. Penyediaan dan pengelolaan konten lintas sektoral dan media
komunikasi publik
2) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang
yang sama;
3) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang yang sama;
4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang sama;
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

ketentuan.

4.2.4.Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi

Bidang sumber daya komunikasi dan akses informasi bertugas menyiapkan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
e-government. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Sumber
Daya Komunikasi dan Akses Informasi mempunyai fungsi, diantaranya

sebagai berikut:

1) Koordinasi dalam penyusunan program kerja, anggaran, dan rencana kerja
dinas;

2) Memimpin, mengarahkan, dan memantau pelaksanaan tugas sesuai
program,;

3) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan
komunikasi publik;

4) Mengawasi, membina dan mengendalikan kegiatan bidang tersebut;



37

5) Menjalin kerjasama dengan instansi terkait;

6) Menyiapkan telaahan hukum, rancangan daerah (PERDA), dan analisis
peraturan;

7) Mempelajari peraturan terkiat pelaksanaan tugas;

8) Membagi tugas kepada bawahan dan menerima laporan untuk penyusunan
program kerja;

9) Memberikan motivasi dan bekerjasama dengan unit kerja lain;

10) Membuat laporan kepada kepala dinas dan melaksanakan tugas lainnya

sesuai ketentuan.

4.2.5.Bidang Infrastruktur Telematika dan Persandian

Bidang infrastuktur telematika dan persandian dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Tugas pokok bidang
infrastruktur ~ telematika  dan  persandian  adalah  menghimpun,
mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknik serta melaksanakan
kegiatan bidang. Pada bidang ini susunan organisasi bidang pengelolaan
berbasis elektronik terdiri atas kelompok jabatan fungsional. Bidang
infrastuktur telematika dan persandian mempunyai tugas merumuskan,
melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta
melaksanakan kegiatan infrastruktur telematika dan persandian. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Infrastruktur Telematika dan

Persandian mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1) Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan
kebijakan di bidang:
a. Infrastuktur dasar data center
b. Pengembangan intranet dan akses internet

c. Keamanan informasi e-government
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d. Sistem komunikasi intra-pemerintah
e. Penyelengaraan government chief information officer (GCIO)
f. Pengembangan sumber daya infrastruktur TIK pemerintah daerah
2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang yang sama;
3) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang yang sama;
4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang yang sama,
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

ketentuan;

4.2.6.Bidang Informasi dan Statistik

Bidang sistem informasi dan statistik di Diskominfotiksan dipimpin oleh
seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala dinas. Bidang sistem informasi dan statistik mempunyai tugas
merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan
kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan sistem informasi dan statistik.
Susunan organisasi bidang persandian dan statistik terdiri atas kelompok
jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala bidang

informasi dan statistik mempunyai fungsi, diantaranya sebagai berikut:

1) Merumuskan, melaksanakan, mengembangkan, dan mensosialisasikan
kebijakan di bidang:
a. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik, dan
suplemen yang terintegrasi
b. Nama domain dan sub-domain untuk lembaga, pelayanan publik, dan
kegiatan
Manajemen data, kemitraan, dan informasi e-government

d. Integrasi layanan publik dan kepemtintahan
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e. Pengembangan sumber daya aplikasi dan layanan TIK pemerintah
daerah
2) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang yang sama;
3) Memberikan bimbingan teknis dan supervise di bidang yang sama;
4) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang yang sama;
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

ketentuan;

4.3. Visi Misi dan Moto Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kabupaten Pesawaran

4.3.1.Visi

Lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat produktif. Maksud dari visi
tersebut yaitu gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat

terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021 - 2026.

4.3.2. Misi

Dalam mendukung visi yang dimiliki oleh Diskominfotiksan Kabupaten
Pesawaran, berikut merupakan misi yang di bentuk dan akan dijalankan,

diantaranya sebagai berikut:

a) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan layanan publik yang
berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi
b) Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas

yang berkeadilan dan merata



4.4.

40

¢) Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas,
unggul, berkarakter dan berdaya saing
d) Meningkatkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis

kemasyarakatan dan potensi lokal

4.3.3.Motto

Telekomunikasi adalah prioritas

Peran Ideal Dinas Dalam Peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Dalam buku yang di tulis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia (Kemenkominfo) (2024) yang membahas mengenai IMDI, bahwa dalam
mewujudkan sumber daya manusia digital yang berkualitas, terdapat tantangan yang
perlu diatasi, seperti belum meratanya akses infrastruktur, pemanfaatan teknologi
yang belum optimal, serta ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, baik dari sisi
ketersediaan tenaga kerja maupun kebutuhan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut
transformasi digital dengan masyarakat digital sebagai salah satu pilar utama, perlu
dapat melihat kondisi masyarakat digital di Indonesia saat ini. Cara yang dilakukan
pemerintah yaitu dengan pengukuran IMDI. Hasil pengukuran tersebut diharapkan
dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan

SDM digital yang tepat sasaran.

Pedoman dalam merumuskan kebijakan dalam upaya peningkatan IMDI dalam
mewujudkan transformasi digital tidak hanya dilakukan oleh Kemenkominfo namun
dapat dibentuk oleh pemerintah daerah dengan melihat kepentingan masing-masing
daerah tersebut. Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dalam transformasi digital
memiliki peran strategis untuk mewujudkan ekosistem digital yang berkelanjutan

yang bertujuan mendukung peningkatan IMDI melalui penerapan kebijakan,
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pemberdayaan, serta pemberian fasilitas yang menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Kurniawan (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan transformasi
digital di tingkat nasional sangat bergantung pada kapasitas dan kinerja institusi di
tingkat kabupaten/kota dalam menerjemahkan kebijakan pusat menjadi program
yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Dalam hal ini, peran ideal dapat dilihat
tidak lagi sebatas penyedia regulasi atau kebijakan, tetapi juga berkembang menjadi
pemberi arah atau pemberdayaan dan fasilitas kepada masyarakat agar dapat

mewujudkan masyarakat digital yang berkelanjutan.

Peran ideal Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dalam upaya peningkatan IMDI
dilakukan dengan menggabungkan kepentingan dinas sendiri dengan dinas lainnya
yang saling berkaitan dengan keperluan kebijakan. Diskominfotiksan Kabupaten
Pesawaran berperan sebagai penghubung antara dinas-dinas lain dalam lingkup
daerah Kabupaten Pesawaran, seperti Dinas Koperasi dan UMKM untuk fasilitas
digital usaha mikro, Dinas Pariwisata untuk pengembangan destinasi digital dan
pemasaran berbagasis teknologi sehingga memberikan dampak nyata pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran, dan juga pemerintah

daerah lainnya.



VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian peran Dinas Komunikasi Informatika

Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) dalam peningkatan indeks masyarakat

digital Indonesia (IMDI) di Kabupaten Pesawaran, dapat disimpulkan bahwa peran

Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran telah menjalankan peran strategis melalui

tiga fungsi utama yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Maka dapat

ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1.

Peran sebagai Regulator

Dalam perannya sebagai regulator, Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran
telah menjalankan peran regulator dalam mendukung transformasi digital melalui
empat pilar utama IMDI. Peran pemerintah sebagai regulator menjadi landasan
untuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan keterampilan digital
masyarakat, pemberdayan, dan transformasi pekerjaan di era digital. Penelitian
ini menunjukkan bahwa teori peran pemerintah sebagai regulator tetap relevan
dan dapat diterapkan dalam era transformasi digital, dengan adaptasi yang sesuai

karakteristik teknologi dan kebutuhan masyarakat digital.

Peran sebagai Dinamisator

Dalam menjalankan peran pemerintah sebagai dinamisator, Diskominfotiksan
Kabupaten Pesawaran secara aktif membuat perubahan digital dalam mendukung

transformasi digital melalui empat pilar IMDI. Diskominfotiksan Kabupaten
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Pesawaran juga menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program

pelatihan digital melalui berbagai kegiatan seminar dan program literasi digital.

Peran sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran telah menyediakan
berbagai fasilitas pendukung digitalisasi. Ini meliputi pengembangan portal
digital, pembangunan jaringan intranet dan internet, pengadaan server pusat data,
serta pembentukan layanan digital bagi seluruh organisasi perangkat daerah
(OPD). Dinas menyediakan akses informasi publik berbasis digital melalui
sebuah website, portal PPID, media sosial resmi, dan WhatsApp Center. Dalam
bidang pekerjaan, dinas memfasilitasi program magang serta layanan bagi pelaku

UMKM.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang sudah dikemukakan, maka saran

yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1.

Diharapkan Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dapat memperkuat
regulasi mengenai pengembangan infrastruktur digital terutama di daerah
blankspot untuk mewujudkan digitalisasi yang inklusif di Kabupaten

Pesawaran.

Diharapkan Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dapat memperluas
program-program pelatihan digital dengan jauh lebih kreatif dan relevan

dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

Diharapkan Diskominfotiksan Kabupaten Pesawaran dapat mempercepat
pembangunan infrastruktur digital terutama daerah yang masih terkena

blankspot dengan menggunakan teknologi sesuai kondisi geografis.
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